BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011

Menimbang :

Mengingat :

TENTANG PAJAK AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penetapan nilai
perolehan air tanah merupakan kewenangan provinsi yang
pengaturannya diatur melalui Peraturan Gubernur;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah tidak sesuai
lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah khususnya mengenai penetapan besarnya nilai
perolehan air tanah, sehingga perlu dilakukan perubahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten
Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali
dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Menetapkan

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5950);

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8

Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah

Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK AIR TANAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 8), diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3 diubah, sehingga pasal
1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air
yang terkandung didalamnya.

2. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas atau
dibawah permukaan tanah, termasuk air laut yang
berada didarat.

3. Pemboran air adalah cara pengambilan air tanah pada
lapisan batuan pembawa air tertekan dengan
menggunakan seperangkat alat bor.
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Sumber air adalah tempat atau wadah air alami
dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas atau
dibawah permukaan tanah.

Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air
dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan
manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan
penghidupan manusia serta lingkungannya

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah
atau batuan dibawah permukaan tanah.

Air baku adalah air yang berasal dari air tanah yang
telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk
dimanfaatkan.

Nilai perolehan air tanah yang selanjutnya disingkat
NPA, adalah nilai air tanah yang telah diambil dan
dikenai pajak air tanah, besarannya sama dengan
volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar
air.

Harga dasar air yang selanjutnya disingkat HDA, adalah
harga air tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan
air tanah, besarnya sama dengan harga air baku
dikalikan faktor nilai air.

Harga air baku yang selanjutnya disingkat HAB, adalah
biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan air
baku tersebut yang besarannya tergantung pada harga
yang berlaku didaerah setempat dibagi dengan volume
pengambilan selama umur produksi dalam satuan
meter kubik.

Biaya investasi adalah biaya pembuatan sumur
produksi ditambah biaya operasional selama umur
produksi dalam rupiah.

Faktor nilai air yang selanjutnya disingkat FNA, adalah
suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam
serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya
ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air
tanah serta volume pengambilannya.

Volume pengambilan air tanah yang selanjutnya
disebut volume pengambilan adalah jumlah air tanah
dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur
gali, sumur pasak, atau sumur bor.

Sumber air alternatif adalah sumber air perusahaan
daerah air minum atau nama lain dan/atau mata air.

.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan
dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana
Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan,
Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau
organisasi lainnya, lembaga atau bentuk badan lainnya
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termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

17. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu
dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

18. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang
dapat dikenakan pajak.

19. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

20. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan
kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan
Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender,
yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan pajak terutang.

21.Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1
(satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan
tahun kalender.

22. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar
pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun
pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

23. Surat setoran pajak daerah yang selanjutnya disingkat
SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak
untuk melakukan pembayaran atas penyetoran pajak
yang terutang ke kas daerah atau ketempat lain yang
ditetapkan oleh Bupati.

24, Surat ketetapan pajak daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD, adalah surat ketetapan yang
menentukan besarnya jumlah pajak vang terutang.

25. Surat tagihan pajak daerah yang selanjutnya disingkat
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau
denda.

26. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah.

27. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.

28. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

29. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

30.Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang
selanjutnya disebut Bupati.

2. Ketentuan Pasal S5 ayat (3) diubah, sehingga pasal 5
berbunyi sebagai berikut :



Pasal 5

(1) Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan

air tanah.

(2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan
mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor
sebagai berikut :

jenis sumber air;

lokasi sumber air;

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
kwalitas air; dan

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh
pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Mmoo oD

(3) Besaran nilai perolehan air tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air
tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Pebruari 2019

Pit. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 13 Pebruari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

RUSLI MOIDADY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 07,02/2019



II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK AIR TANAH

UMUM

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam ketentuan
lampiran CC angka 1 huruf ¢ disebutkan bahwa penetapan nilai perolehan
air tanah merupakan kewenangan provinsi yang pengaturannya diatur
melalui Peraturan Gubernur.

Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah pada
pasal 8 ayat (6) menyebutkan bahwa besarnya nilai perolehan air tanah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada nilai
perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur. Dengan demikian maka
Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pajak Air Tanah tidak sesuai lagi dengan kedua peraturan
perundang-undangan tersebut, sehingga perlu dilakukan perubahan
khususnya yang berhubungan dengan penetapan nilai perolehan air tanah
oleh Gubernur.

Untuk itu melalui Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa
pelaksanaan pungutan terhadap pajak air tanah dapat dilakukan secara
efisien, transparansi, akuntabel dan sistematik, sehingga dapat bermanfaat
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan guna menunjang
pelaksanaan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal |

Cukup jelas.
Pasal II

Cukup jelas.



